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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaturan pembuktian dalam 
menyelesaikan sengketa tanah, (2) kekuatan pembuktian dalam pemeriksaan 
setempat dalam proses pemeriksaan sengketa tanah di Pengadilan Negeri Tegal 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) data-data 
atau bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian berasal dari kepustakaan 
baik berupa buku jurnal, literature, buku, laporan penelitian, dan lain sebagainyayang 
berkaitan dengan permasalahan. Pengumpulan data diperoleh dari bahan hukum 
sekunder. Pendekatan yuridis normatif yakni pendekatan yang dilakukan dalam 
bentuk mencari kebenaran mengenai kekuatan hukum  pembuktian pemeriksaan 
setempat sengketa tanah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tegal. 
Hasil penelitian (1) Pengaturan pembuktian dalam menyelesaikan sengketa 
tanah proses pemeriksaan sengketa tanah (a) 153 HIR / Pasal 180 RBg, Pasal 211 Rv 
(Reglement of de Rechtsvordering)dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 
Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, (b) Pasal 211 Rv (Reglement of de 
Rechtsvordering) (c) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang 
Pemeriksaan Setempat ini, pada intinya meminta  perhatian  kepada majelis hakim 
yang memeriksa perkara, dengan objek perkara barang-barang tidak bergerak, untuk 
melakukan pemeriksaan setempat (decentee). (2) Dasar hukum pertimbangan hakim 
dalam menentukan putusan atas pemeriksaan setempat pada putusan nomor 
16/Pdt.G/2018/PN.Slw yaitu pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum. Bahwa 
Jual Beli antara Penggugat dengan orangtua Para Tergugat sebagaimana tersebut 
dalam Akta Jual Beli No. 281/Blp/1996 tertanggal 6 Desember 1996 atas sebidang 
tanah yang berdiri bangunan diatasnya dan telah bersertifikat hak milik (SHM) No. 
1/Desa Balapulang Kulon Surat Ukur No. 1/Balapulangkulon/1964 seluas 630 M2 
antara Moh. Moeksi Hadisiswanto (orangtua Para Tergugat selaku penjual) dengan 
Penggugat (selaku pembeli) adalah sah, (3) Kekuatan pembuktian dalam 
pemeriksaan setempat dalam proses pemeriksaan sengketa tanah, antara lain alat 
bukti yang sah dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 164 HIR, 284 Rbg, 
1866 BW. Sebuah alat bukti yang sah akan memiliki kekuatan pembuktian, dimana 
karena kekuatan pembuktian tersebut hakim terikat untuk mempertimbangkan atau 
tidak sebuah alat bukti. Selama pemeriksaan setempat dilaksanakan dengan cara 
melibatkan alat bukti yang sah, maka fakta atau keterangan yang diperoleh akan 













This study aims to determine (1) the arrangement of evidence in resolving land disputes, (2) the 
strength of evidence in local examinations in the process of examining land disputes at the Tegal 
District Court. 
This type of research is library research. The data or materials needed to complete the research 
come from the literature in the form of journals, literature, books, research reports, and so on 
related to the problem. Data collection was obtained from secondary legal materials. The 
normative juridical approach is an approach that is carried out in the form of seeking the truth 
regarding the legal force of proving the local examination of land disputes in the jurisdiction of 
the Tegal District Court. 
The results of the study (1) The arrangement of evidence in resolving land disputes in the process 
of examining land disputes (a) 153 HIR / Article 180 RBg, Article 211 Rv (Reglement of de 
Rechtsvordering) and Circular Letter of the Supreme Court Number 7 of 2001 concerning Local 
Examination, (b) Article 211 Rv (Reglement of de Rechtsvordering) (c) Circular Letter of the 
Supreme Court Number 7 of 2001 concerning Local Examination, essentially calls for attention 
to the panel of judges examining the case, with the object of the case being immovable property, 
to conduct a local examination ( decentee). (2) The legal basis for the judge's consideration in 
determining the decision on the local examination in decision number 16/Pdt.G/2018/PN.Slw is 
the consideration of facts and legal considerations. Whereas the Sale and Purchase between the 
Plaintiffs and the parents of the Defendants as stated in the Deed of Sale and Purchase No. 
281/Blp/1996 dated December 6, 1996 on a plot of land that has a building on it and has been 
certified with Ownership Rights (SHM) No. 1/Balapulang Kulon Village Letter of Measurement 
No. 1/Balapulangkulon/1964 covering an area of 630 M2 between Moh. Moeksi Hadisiswanto 
(parents of the Defendants as sellers) and Plaintiffs (as buyers) are valid, (3) The strength of 
evidence in local examinations in the process of examining land disputes, including legal 
evidence in civil procedural law is regulated in Article 164 HIR, 284 Rbg , 1866 BW. A valid 
evidence will have the power of proof, where because of the strength of the evidence the judge 
is bound to consider whether or not a piece of evidence. As long as the local examination is 
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A. Latar Belakang Masalah 
 
Indonesia merupakan Negara hukum, artinya segala sesuatunya didasarkan 
pada hukum. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 
(3) tentang sistem pemerintahan negara bahwa Negara Indonesia berdasar atas 
hukum. Sebagai konsekuensinya maka Indonesia harus dapat menjunjung tinggi 
hukum yang berlaku. Segala sesuatu yang harus dilakukan oleh negara harus 
didasarkan pada hukum atau harus dipertanggungjawabkan secara hukum. 
Hukum bukanlah semata-mata sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat, dan 
dipajang sebagai hiasan dinding dari suatu negara saja, melainkan untuk 
dilaksanakan dan untuk ditegakkan. Sengketa yang terjadi dalam kehidupan 
sehari-hari hendaknya diselesaikan dengan jalan kekeluargaan atau dapat 
melalui jalur hukum mengingat Indonesia merupakan negara hukum, sehingga 
dapat menghindari retaknya hubungan sosial yang telah terbina dengan baik. 
Pengaturan mengenai Pertanahan atau agraria pertama sekali diatur secara 
tegas pada tahun 1960, yaitu sejak lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria pada 
tanggal 24 September 1960 1. Sebelum hadirnya Undang-Undang Nomor 5 




Adrian Sutedi. Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya. Jakarta: Sinar Grafika, 






pengaturan mengenai Pertanahan atau Agraria mengalami dualisme hukum yaitu 
adanya pengaturan dengan sistem hukum adat, dan ada yang masih 
menggunakan hukum belanda. 
Setelah munculnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, banyak peraturan lain yang muncul 
seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indoneisa Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan 
Sumber Daya Alam. Badan Pertanahan Nasional (BPN) dibentuk berdasarkan 
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 sebagai 
Peningkatan dari Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri, dan 
merupakan suatu Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang 
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.2 
Era Reformasi, Kedudukan Badan Pertanahan Negara (BPN) sebagai 
satu-satunya lembaga atau institusi yang diberikan kewenangan untuk 
mengemban amanah dalam mengelola bidang pertanahan diakui secara normatif 
melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 85 Tahun 2009 tentang perubahan 
atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan 
Nasional. Dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2009 tentang 
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan 
Pertanahan Nasional dijelaskan bahwa Badan Pertanahan Nasional 
 
 






(BPN) melakukan tugas Pemerintah di bidang Pertanahan secara Nasional, 
Regional, dan Sektoral.3 
Penyelesaian sengketa perdata, melalui peradilan harus sesuai dengan 
peraturan yang diatur dalam Hukum Acara Perdata. ”Hukum acara perdata 
adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus 
bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan bagaimana cara pengadilan itu 
harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-
peraturan Hukum Perdata”.4 Hukum acara perdata pada dasarnya adalah 
peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditegakkannya 
dan dipertahankannya hukum perdata materiil bila terjadi sengketa perdata. 
Sengketa yang terjadi dalam hukum perdata dapat diselesaikn dengan tiga 
 
cara yaitu dengan cara Judicial Setlement Of Dispute atau yang sering disebut 
1 
persidangan,  Extra  Judicial  Setlement  of  Dispute,  atau  yang  sering disebut 
 
penyelesaian di luar persidangan. Penyelesaian sengketa lainnya adalah terdapat 
suatu badan yang dianggap memiliki wewenang seperti pengadilan untuk 
menyelesaikan sengketa hukum atau Quasi Peradilan.5 
Proses pemeriksaan perkara perdata dimulai sejak pengadilan telah 
menerima gugatan dari penggugat dan hari sidang telah ditetapkan, selanjutnya 
hakim ketua sidang yang didampingi oleh hakim anggota dan panitera, 
membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum. Terhadap asas 
3  Bernhard  Limbong,  Konflik  Pertanahan.  Jakarta:Pustaka  Margaretha,  tahun 2012., hlm 
233 
4 Wiryono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata, Bandung: Sumur, 2010, hlm.13. 







terbuka untuk umum ini ada pengecualiannya yaitu, apabila Undang-Undang 
menentukan lain atau berdasarkan alasan-alasan penting menurut hakim yang 
dimuat dalam berita acara atas perintahnya. Dalam hal ini maka pemeriksaaan 
dilakukan dengan pintu tertutup untuk umum.6 
Sidang yang telah dibuka oleh majelis hakim, maka hakim memanggil 
masuk kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugat. Hakim harus 
memperlakukan kedua belah pihak dengan sama, dalam hal ini majelis hakim 
harus mendengarkan kedua belah pihak. Setelah kedua belah pihak menghadap 
persidangan majelis hakim harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah 
pihak apabila perdamaian tercipta maka dibuatlah akta perdamaian.7 Upaya 
perdamian yang dilakukan oleh majelis hakim, bila menemui kegagalan, maka 
dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh penggugat, kemudian jawaban 
gugatan oleh tergugat sebagai tanggapan atas gugatan penggugat. Pihak 
penggugat diberi kesempatan untuk menanggapi jawaban gugatan dengan 
membuat Replik, dan terhadap hal tersebut hakim memberikan kesempatan 
kepada tergugat untuk membuat Duplik, dan kemudian diadakan pembuktian. 
Hukum Acara Perdata mengenal adanya pembuktian. Pembuktian 
merupakan proses dimana para pihak yang bersengketa berusaha membuktikan 
hal-hal yang telah didalilkan di depan persidangan. Pembuktian dilakukan 
dengan tujuan memberi keyakinan akan peristiwa-peristiwa hukum yang 
sebenarnya terjadi, sehingga hakim tidak salah dalam memberikan putusan. 
Menurut pasal 164 HIR dan pasal 1866 BW, alat bukti dalam perkara perdata 
6 M. Nur Rasaid, Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hal.34. 







terdiri dari (1) bukti surat/tulisan, (2) bukti saksi, (3) persangkaan, (4) 
pengakuan, dan (5) sumpah. 
Selain alat bukti diatas, ada dua alat bukti yang dipergunakan diluar 
ketentuan diatas yaitu (1) pemeriksaan setempat yang diatur dalam pasal 153 
HIR dan 180 Rbg., (2) keterangan ahli yang diatur dalam pasal 154 HIR dan 181 
Rbg. Jika alat bukti dalam KUHPerdata pasal 1866 BW dan pasal 164 HIR 
digunakan dalam proses persidangan dirasa kurang dapat memberikan kekuatan 
dan kejelasan pada hakim dalam mengambil suatu keputusan maka para hakim 
sering menggunakan pilihan pembuktian dengan cara lain yaitu pemeriksaan 
setempat ataupun pengangkatan seorang ahli. 
Pemeriksaan setempat merupakan salah satu yang erat kaitannya dengan 
hukum pembuktian, meskipun secara formil ia tidak termasuk alat bukti dalam 
pasal 1866 KUHPerdata atau pasal 164 HIR maupun pasal 284 Rbg. Tetapi 
Pemeriksaan setempat ini diatur dalam HIR pasal 153, pada Rbg pasal 180, dan 
pada Rv yaitu dalam Bab II, bagian 7, dengan titel Pemeriksaan di Tempat dan 
penyaksiannya, terdiri dari pasal 211-214 (sebanyak 4 pasal). Dari beberapa 
peraturan yang mengatur tentang pemeriksaan setempat tersebut, maka 
pemeriksaan setempat berarti proses pemeriksaan persidangan yang dilakukan 
di tempat objek barang terpekara terletak, untuk melihat keadaan atau memeriksa 
secara langsung objek tersebut. 
Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh salah seorang atau lebih hakim 
anggota majelis, dibantu oleh seorang panitera yang akan bertindak membuat 






Objek pembuktian pemeriksaan setempat ini adalah benda tidak bergerak yaitu 
tanah ataupun tanah dan bangunan. Dengan pengertian tersebut, maka 
pemeriksaan setempat bertujuan untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, 
luas dan batas objek barang terpekara (tanah), atau untuk mengetahui dengan 
jelas dan pasti mengenai kuantitas dan kualitas barang bersengketa, jika objek 
barang sengketa merupakan barang yang dapat diukur jumlah dan kualitasnya.8 
Penggunaan pembuktian pemeriksaan setempat ini juga diatur dalam  Surat 
Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan 
Setempat. Surat edaran tersebut yang pada intinya mengijinkan ketua/majelis 
hakim dapat mengadakan pemeriksaan setempat dalam memeriksa sengketa 
perdata yang obyek sengketanya adalah benda tidak bergerak yaitu tanah. 
Adanya SEMA No.7 Tahun 2001 tersebut karena sering terjadi dalam praktik 
peradilan, bahwa pada saat putusan hendak dieksekusi, objek barang berpekara 
tidak jelas, sehingga pelaksanaannya harus dinyatakan non executable, yaitu 
eksekusi tidak dapat dijalankan, karena objek barang yang hendak dieksekusi 
tidak jelas dan tidak pasti. Dengan demikian hakim dapat menggunakan 
pemeriksaan setempat untuk memperoleh kepastian tentang peristiwa yang 
menjadi sengketa. Dan dapat menguatkan pada hakim dalam memberi suatu 
keputusan. Oleh karena itu pemeriksaan tersebut merupakan pemeriksaan 
diluar sidang pengadilan bagaimana kekuatan pembuktian pemeriksaan 
setempat untuk melakukan pembuktian. 
 










melakukan penelitian yang berkaitan dengan alat bukti pemeriksaan setempat, 
dengan judul ”Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat Sengketa Tanah di 
Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tegal”. 
B. Rumusan Masalah 
 
Untuk mencapai tujuan penelitian yang dimaksud dan permasalahan yang 
dibahas lebih terarah, maka perlu adanya spesifikasi permasalahan yang diteliti 
dan dibahas. Adapun perumusan masalah penelitian ini sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah pengaturan pembuktian dalam menyelesaikan sengketa 
tanah? 
2. Bagaimakah kekuatan pembuktian dalam pemeriksaan setempat dalam proses 
pemeriksaan sengketa tanah di Pengadilan Negeri Tegal? 
C. Tujuan Penelitian 
 
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
 
1. Untuk mengetahui pengaturan pembuktian dalam menyelesaikan sengketa 
tanah. 
2. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian dalam pemeriksaan setempat 
dalam proses pemeriksaan sengketa tanah di Pengadilan Negeri Tegal 
D. Manfaat Penelitian 
 
1. Manfaat Teoritis 
 
Secara teorotis, penilitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu hukum 







2. Manfaat Praktis 
 
Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman masyarakat 
dalam memahami kekuatan pembuktian dalam pemeriksaan sengketa tanah. 
E. Tinjauan Pustaka 
 
Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan kekuatan pembuktian 
pemeriksaan setempat sengketa tanah setidaknya ada 3 judul penelitian 
terdahulu, antara lain : 
1. Taufiq Verry Wibowo9 yang meneliti tentang “Tinjauan Yuridis Terhadap 
Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (Descente) dalam Pembuktian 
Sidang Perkara Perdata”, hasil penelitiannya bahwa pembuktian 
pemeriksaan setempat diperlukan karena yang menjadi objek sengketa, yakni 
benda tidak bergerak yang tidak bisa diajukan ke persidangan. Pemeriksaan 
setempat dilakukan guna untuk mengetahui kejelasan dan kepastian tentang 
ukuran dan batas-batas objek sengketa guna memperkuat keyakinan hakim 
dalam memutus perkara tersebut. Pembuktian pemeriksaan setempat ini 
harus didukung dengan alat bukti lain yang berupa bukti surat dan keterangan 
saksi-saksi. Para pihak dalam persidangan mencocokan bukti tertulis dengan 
letak tanah yang bersangkutan dengan saksi-saksi yang mendukung. Majelis 
Hakim dalam Pembuktian pemeriksaan setempat memperoleh fakta hukum 
yang menyebabkan gugatan secara formal adalah kurang subjek hukumnya 
 
9 Taufiq Verry Wibowo, Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan 
Setempat (Descente) Dalam Pembuktian Sidang Perkara Perdata Fakultas Hukum Universitas 






sehingga sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima. Gugatan 
yang diajukan oleh para Penggugat tentang letak tanah tidak sama dengan 
hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis Hakim, serta dicocokan 
dengan alat bukti lainnya sebagaimana disebutkan dalam surat kuasa para 
ahli waris bahwa atas tanah objek tersebut sepakat untuk dijual hanya sampai 
dengan sekarang belum ada penawaran harga yang sesuai. 
2. Annisa Oktaviani P dan Harjono10 mengkaji tentang  “Kekuatan Pembuktian 
Surat Letter C Dalam Pemeriksaan Sengketa Tanah di Persidangan (Studi 
Kasus Putusan Mahkamah Agung Perkara No: 816 K/Pdt/2016)”. Hasil 
penelitiannya adalah Surat kutipan Letter C merupakan surat bukan akta 
yang berupa buku register yang dalam Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata 
sebagai alas hak atas tanah yang dipegang oleh pemilik yang namanya 
tercatat didalamnya. Pengajuan surat Letter C sebagai alat bukti tertulis di 
persidangan sebenarnya tidak relevan, namun dapat diajukan sebagai alat 
bukti apabila disertai dengan bukti-bukti lainnya. Kekuatan pembuktian dari 
surat Letter C yang dihadirkan sebagai alat bukti tertulis adalah bebas, 
artinya penilaian diserahkan pada pertimbangan hakim. Berdasarkan PP 
No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pertimbangan hakim yang 
menyatakan bahwa gugatan daluwarsa selama 23 tahun, yakni mulai 
diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Tergugat I/Pemohon Kasasi pada tahun 
1991 sampai pada tahun 2014 Penggugat/Termohon Kasasi mengajukan 
gugatan. Pertimbangan Mahkamah Agung telah 
10 Annisa Oktaviani P & Harjono tentang Kekuatan Pembuktian Surat Letter C Dalam 
Pemeriksaan Sengketa Tanah di Persidangan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Perkara No: 






menerapkan aturan Pasal 32 Ayat (2) PP No. 24 tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah dan Pasal 1967 KUHPerdata. 
3. Tiar Tamon11 meneliti tentang “Tinjauan Yuridis terhadap Keabsahan dan 
Kekuatan Alat Bukti Jual Beli Tanah Menurut Hukum Adat”, hasil 
penelitiannya adalah keabsahan jual beli tanah menurut hukum adat adalah 
sah sebagaimana dalam yurisprudensi mahkamah agung nomor 
952k/sip/1974 yang menerangkan bahwa jual beli adalah sah apabila telah 
memenuhi syarat-syarat dalam kuhperdata atau hukum adat. jual beli 
dilakukan menurut hukum adat secara riil dan kontan dan diketahui oleh 
kepala kampung/kepala desa. Kekuatan alat buktinya adalah apabila jual beli 
tanah menurut hukum adat tersebut dilakukan secaral lisan, kekuatan alat 
buktinya bebas, sedangkan apabila dilakukan secara tulisan, maka kekuatan 
alat buktinya permulaan dan akan menjadi sempurna apabila diakui dan 
didukung oleh alat bukti lain, misalnya didukung alat bukti keterangan 2 
orang saksi. 
Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain mengenai 
kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat sengketa tanah, maka pada 
dasarnya pmbuktian pemeriksaan setempat ini harus didukung dengan alat bukti 
lain yang berupa bukti surat dan keterangan saksi-saksi. Para pihak dalam 
persidangan mencocokan bukti tertulis dengan letak tanah yang bersangkutan 
dengan saksi-saksi yang mendukung. Namun apabila tidak disertai dengan alat 
bukti dan saksi maka pemeriksaan setempat bisa ditolak. 
11 Tiar Tamon yang meneliti tentang “Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Dan Kekuatan 







F. Metode Penelitian 
 
1. Jenis Penelitian 
 
Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (library 
research) karena data-data atau bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan 
penelitian tersebut berasal dari kepustakaan baik berupa buku jurnal, 
literature, buku, laporan penelitian, dan lain sebagainya yang berkaitan 
dengan permasalahan yang diteliti yakni kekuatan  pembuktian alat bukti 
pemeriksaan setempat dalam proses pemeriksaan sengketa tanah di 
Pengadilan Negeri Tegal. 
2. Pendekatan Penelitian 
 
Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis 
normatif, artinya penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti 
bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif atau 
kepustakaan mencakup (a) penelitian terhadap asas-asas hukum, (b) 
penelitian terhadap sistematik hukum, (c) penelitian terhadap taraf 
sinkronisasi vertikal dan horisontal, (d) perbandingan hukum, (e) sejarah 
hukum.12 Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan 
pemahaman yang jelas dan benar mengenai kekuatan hukum pembuktian 
pemeriksaan setempat sengketa tanah di wilayah hukum Pengadilan Negeri 
Tegal. 
3. Sumber Data 
 










research), berdasarkan data sekunder13. Data dalam penelitian hukum, pada 
dasarnya dapat dibedakan antara data sekunder yang bersifat pribadi dengan 
data sekunder yang bersifat publik. Penelitian ini menggunakan data 
sekunder. Data sekunder memiliki ciri-ciri umum yakni : 
a. Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat (ready 
made) 
b. Bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh para 
peneliti terdahulu 
c. Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan 
tempat.14 
Data sekunder terdiri dari: 
 
a. Bahan Hukum Primer, yang meliputi: 
 
1) Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 
 
2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 
 
3) Hukum Acara Perdata Indonesia 
 
4) Undang – Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 
 
5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak 
Atas Tanah dan Bangunan 
6) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indoneisa 
Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan 






13 J. Supranto. Metode Penelitian Hukum dan Statistik. PT.Rineka Cipta. Jakarta. 2003. 
 






7) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 85 Tahun 2009 tentang 
perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang 
Badan Pertanahan Nasional. 
8) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 
Tanah 
9) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 
Nomor 5 Tahun 2012. 
10) Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 34 Tahun 2007 
tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah 
Pertanahan 
b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu sejumlah keterangan atau fakta yang 
diperoleh secara tidak langsung, tetapi melalui penelitian kepustakaan. 
Bahan hukum sekunder meliputi: jurnal, literature, buku, laporan 
penelitian, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang 
diteliti, yakni kekuatan pembuktian dalam pemeriksaan sengketa tanah. 
4. Metode Pengumpulan Data 
 
Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data dan 
memperoleh data yang akan diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai 
dengan yang diharapkan. Teknik pengumpulan data antara lain studi 
kepustakaan dan wawancara. Data yang diperoleh baik dari studi lapangan 
maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis 






dituangkan dalam bentuk uraian secara logis dan sistematis, selanjutnya 
dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian 
ditarik kesimpulan, yaitu hal-hal yang bersifat khusus. Kejelasan 
penyelesaian masalah yang dimaksudkan adalah kekuatan pembuktian dalam 
pemeriksaan sengketa tanah. 
5. Metode Analisis Data 
 
Hal yang penting dalam penelitian setelah data terkumpul adalah teknik 
analisis data. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan 
mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga 
dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang  disarankan 
oleh data.15      Analisis data yang digunakan dalam penelitian  ini adalah 
Normatif Kualitatif artinya data yang diperoleh dari hasil wawancara berupa 
kata-kata (bukan angka), gambar, rekaman identik dengan norma-norma 




G. Sistematika Penulisan 
 
Sistematika penulisan penelitian ini direncanakan terdiri dari empat bab 
sebagai berikut. 
Bab I Pendahuluan, yang meliputi tentang (a) latar belakang, (b) rumusan 
masalah,  (c) tujuan  penelitian,  (d) manfaat   penelitian,   (e)  tinjauan  pustaka, 
(f) metode penelitian, dan (g) sistematika penulisan. 
 
 






Bab II Tinjauan Pustaka, berisi tentang (a) kekuatan pembuktian dan (b) 
sengketa tanah 
Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, membahas mengenai (a) 
mekanisme yang ditempuh masyarakat dalam menyelesaikan sengketa tanah, 
(b) pertimbangan hakim dalam menentukan kekuatan pembuktian dalam 
pemeriksaan sengketa tanah, dan (c) pembahasan 










A. Tinjauan Umum Tanah dan Sengketa Tanah 
 
1. Pengertian Tanah 
 
Pengertian yang paling luas dari perkataan “benda” (“zaak”) adalah 
segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang. Di sini benda berarti obyek 
sebagai lawan dari subyek atau “orang” dalam hukum. Ada juga perkataan 
benda itu dipakai dalam arti yang sempit yaitu sebagai barang yang dapat 
terlihat saja. Ada juga yang dipakai jika yang dimaksudkan kekayaan 
seseorang.16 
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata buku II tentang 
barang membagi kategori benda dalam beberapa macam: 
a. Benda yang dapat diganti (contoh: uang) dan yang tidak  dapat  diganti 
(contoh: seekor kuda) 
b. Benda yang dapat diperdagangkan (praktis setiap barang bisa 
diperdagangkan) dan yang tidak dapat diperdagangkan atau “di luar 
perdagangan (contoh: jalan-jalan dan lapangan umum) 
c. Benda yang dapat dibagi (contoh: beras) dan yang tidak dapat dibagi 
(contoh: kuda) 
d. Benda yang bergerak (contoh: motor, mobil) dan benda yang tidak 
bergerak (contoh: tanah) 
 






Pembagian-pembagian yang disebutkan di atas, yang paling penting 
adalah bagian terakhir yaitu “benda bergerak” dan “benda tidak bergerak”. 
Dituliskan dalam KUHPerdata buku kedua mengenai barang pada Bab 1 
bagian 3, barang tidak bergerak pasal 506 barang tidak bergerak adalah: 
a. Tanah pekarangan dan apa yang didirikan di atasnya; 
 
b. Penggilingan, kecuali yang dibicarakan dalam Pasal 510; 
 
c. Pohon dan tanaman ladang yang dengan akarnya menancap dalam 
tanah, buah pohon yang belum dipetik, demikian pula barang-barang 
tambang seperti batu bara, sampah bara dan sebagainya, selama barang-
barang itu belum dipisahkan dan digali dari tanah; 
d. Kayu belukar dari hutan tebangan dan kayu dari pohon yang tinggi, 
selama belum ditebang; 
e. Pipa dan salurán yang digunakan untuk mengalirkan air dari rumah atau 
pekarangan; dan pada umumnya segala sesuatu yang tertancap dalam 
pekarangan atau terpaku pada bangunan. 
Pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari banyak orang 
mengartikan tanah sebagai bagian dari bumi yang dapat dimanfaatkan 
untuk kepentingan berbagai makhluk hidup, termasuk manusia. 
Pengertian tersebut tentunya berasal dari banyaknya manfaat yang dapat 
diambil dari fungsi tanah seperti tempat mendirikan bangunan, tempat 
membuat jalan raya, tempat bercocok tanam, penghasil sumber daya 






merupakan suatu hal yang penting bagi kehidupan manusia karena 
memberikan banyak manfaat. Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia 
ialah karena kehidupan manusia itu sama sekali tidak bisa dipisahkan dari 
tanah.17 
Secara yuridis, pengertian tanah dapat diartikan berdasarkan bunyi 
ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menyebutkan jelas 
yaitu: “Atas dasar hak menguasai  dari  Negara sebagai yang dimaksud 
dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, 
yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-
orang baik sendiri maupun bersama- sama dengan orang lain serta badan-
badan hukum”. 
Jelaslah bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, 
sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi 
yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran Panjang dan lebar. 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA pasal 16 
menyebutkan tentang berbagai macam hak atas tanah yang ada dan diakui 
secara sah di Indonesia. Adapun macam-macam hak atas tanah menurut 
ketentuan pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA 
adalah sebagai berikut: 










b. Hak guna usaha, 
 
c. Hak guna bangunan, 
 
d. Hak pakai, 
 
e. Hak sewa, 
 
f. Hak membuka tanah, 
 
g. Hak memungut hasil hutan, 
 
h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di  atas yang 
akan ditetapkan dengan Undang-Undang serta hak-hak yang sifatnya 
sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53. 
Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat . Hak 
menguasai dari Negara termaksud dalarn UUPA (Pasal 1 ayat 2) 
memberi wewenang kepada Negara untuk : 
a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan 
dan memeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; 
b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan  hukum antara orang-
orang dan perbuatanperbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan 
ruang angkasa. 
Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud 
dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan 
bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh 
orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama  dengan  orang lain serta 
badan-badan hukum (UUPA Pasal 4 ayat 1). 






bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada 
diatasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan 
dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini 
dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi. 
 
 
2. Sengketa Tanah 
 
Dalam rangka percepatan penanganan dan penyelesaian masalah 
pertanahan sesuai peta sebaran kasus sengketa, konflik, dan perkara 
pertanahan, diperlukan kinerja yang baik dan terukur dalam penanganan 
sengketa, konflik dan perkara pertanahan secara sistematis baik dalam 
berpikir dan bertindak sehingga tidak hanya bersifat informatif akan tetapi 
juga menyajikan data-data sengketa, konflik, dan perkara pertanahan, akar 
permasalahan, tipologi permasalahan, langkah-langkah penanganan serta 
solusi pemecahannya sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis 
Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan, yang terdiri dari 10 
(sepuluh) Juknis, yaitu: 
a. Petunjuk  Teknis Nomor 01/JUKNIS/D.V/2007 tentang Pemetaan 
Masalah dan Akar Masalah Pertanahan. 
b. Petunjuk  Teknis  Nomor  02/JUKNIS/D.V/2007 tentang Tata Laksana 
Loket Penerimaan Pengaduan Masalah Pertanahan. 
c. Petunjuk Teknis Nomor 03/JUKNIS/D.V/2007 tentang 






d. Petunjuk Teknis Nomor 04/JUKNIS/D.V/2007 tentang Penelitian 
Masalah Pertanahan. 
e. Petunjuk Teknis Nomor 05/JUKNIS/D.V/2007 tentang Mekanisme 
Pelaksanaan Mediasi. 
f. Petunjuk Teknis Nomor 06/JUKNIS/D.V/2007 tentang Berperkara di 
Pengadilan dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Putusan Pengadilan. 
g. Petunjuk Teknis Nomor 07/JUKNIS/D.V/2007 tentang Penyusunan 
Risalah Pengolahan Data (RPD). 
h. Petunjuk Teknis Nomor 08/JUKNIS/D.V/2007 tentang Penyusunan 
Keputusan Pembatalan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas 
Tanah/Pendaftaran/Sertipikat Hak Atas Tanah. 
i. Petunjuk Teknis Nomor 09/JUKNIS/D.V/2007 tentang Penyusunan 
Laporan Periodik. 
j. Petunjuk Teknis Nomor 10/JUKNIS/D.V/2007 tentang Tata Kerja 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional. 
Penyelesaian sengketa pertanahan senantiasa diupayakan agar tetap 
mengikuti tata cara dan prosedur yang telah diatur dalam  berbagai  peraturan 
perundang-undangan. Pentingnya mengindahkan ketentuan perundangan 
dimaksud, karena untuk menghindari tindakan melanggar hukum. Hukum 






sesuatu yang abstrak seperti ide tentang keadilan, kepastian hukum dan 
kemanfaatan.18 
Banyaknya permasalahan dibidang pertanahan saat ini yang menjadi 
tanggungjawab pemerintah yang dijadikan salah satu kegiatan dalam program 
strategis BPN RI adengan percepatan penyelesaian kasus pertanahan. 
Berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang 
Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, kasus pertanahan 
adalah sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang disampaikan kepada 
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk mendapatkan 
penanganan, penyelesaian sesuai peraturan perundang- undangan dan/atau 
kebijakan pertanahan nasional. 
Salah satu bentuk kewenangan yang dimiliki oleh negara adalah 
menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas tanah (bagian 
dari) bumi air dan ruang angkasa, khususnya kaitannya dengan diatas bumi 
yang di konkritkan dengan penebitan sertifikat sebagai alat bukti yang kuat 
sesuai dengan pasal 19 UUPA. Kajian mengenai kekuatan berlakunya 
sertifikat sangat penting yaitu: 
a. Sertifikat memberikan kepastian hukum pemilikan tanah bagi orang yang 
namanya tercantum dalam sertifikat. 






19  Bachsan  Mustafa,  Hukumn Agraria Dalam Perspektif,Cetakan Ketiga, Bandung 






c. Pemilikan sertifikat akan memberikan perasaan tenang dan tenteram 
karena dilindungi dari tindakan sewenang-wenang oleh siapa pun. 
d. Pemberian sertifikat di maksudkan untuk mencegah sengketa 
kepemilikan tanah. 
e. Dengan pemilikan sertifikat, pemilik tanah dapat melakukan perbuatan 
hukum apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, 
ketertiban umum, dan kesusilaan. 
3. Landasan Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Menurut UUPA No 5 
Tahun 1960 
a. Pancasila sebagai landasan filosofi penyelesaian masalah/sengketa tanah 
Pancasila sebagai dasar falsafah negara kesatuan republik indonesia 
tercermin dalam pembukaan alinea keempat UUD 1945. Pancasila sebagai 
dasar kerohanian,juga merupakan asas hukum agraria yang khusus. Dalam 
pada itu harus diambil sebagai pedoman-pedoman yang kemudian harus 
menjadi pegangan dalam menyusun hukum agraria (Hukum Tanah 
Nasiaonal).20 
b. Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Ke-empat Pembukaan UUD 1945. 
merupakan landasan konstitusiaonal yang memberikan kewenagan kepada 
pemerintah untuk mengatur pengelolaan sumber daya tanah sebagai salah 
satu bagian dari sumber daya agraria. Untuk merealisasikan amanat Pasal 
33 ayat (3) UUD 1945, diterbitkan Undang-Undang Nomor5 Tahun 1960 
(UPPA) yang memberikan wewenang kepada 
20 Imam Soetiknjo, Politik Agraria Nasional, Penerbit Gajah Mada Universiti Press, 






pemerintah berdasarkan konsep dikuasai negara.Ketentuan Pasal 33ayat 
 
(3) UUD 1945, secara langsung dan tidak langsung memberikan landasan 
hukum kepada pemerintah untuk mengatur segala aspek  yang timbul dari 
hubungan-hubungan hukum antaraorang-orang dan badan hukum dengnan 
bumi (tanah) dan sumber daya agraria lainya, termasukadi dalamnya unutk 
mengatur penyelesaian permasalahan yang timbuldari hubungan-
hubungan hukum tersebut. 
c. Undang-UndangNomor 5 Tahun 1960 (UUPA) 
 
Merupakan ketentuan hukum materil yang menjadi landasan bagi segala 
aspek penguasaan, pemilikan,dan pemanfaatan menyagkut objek tanah. 
Untuk mencapai tujuan dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945,  UUPA memuat 
ketentuan-ketentuan materil untuk mengatur objek tanah dinyatakan di 
dalam pasal 2 ayat (2) UUPA. UUPA sebagai hukum tanah nasional 
berlandaskan pada hukum adat mengenai tanah yang berkonsepsi 
komunalistik religius yang memungkinkan penguasaan tanah secara 
individual dengan hak penguasaan yang bersifat bribadi sekaligus 
mengandung unsur kebersamaan yang dalam Pasal 6 UUPA dinyatakan 
sebagai fungsi sosial.21 
e. Perpres Nomor 10 Tahun 2006 
 
Peraturan presiden Nomor 10Tahun 2006 tentang  Badan Pertanahan 
Nasional merupakan landasan hukum bagi badan pertanahan nasional 
dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 9 Dalam struktur 
 






organisasi BPN dibentuk satu kedeputian, yakni deputi bidang  pengkajian 
dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan, yakni meliputi 
permusuhan, dan melaksanakan kebijakan di bidang pengkajian dan 
bidang penaganan sengketa dan konflik pertanahan. Di dalam Pasal 23 
dinyatakan bahwa deputi bidang pengkajian dan penanganan sengketa dan 
konflik pertanahan menyelenggarakan fungsi, yaitu: 
1) Perumusan kebijakan teknis dibidang pengkajian dan penanganan 
sengketa dan konflik pertanahan. 
2)  Pengkajian dan pemetaan secara  sistematis sebagai masalah, 
sengketa, dan konflik pertanahan. 
3) Penangan masalah, sengketa dan konflik pertanahan secara hukum  
dan non hukum. 
4) Penanganan perkara pertanahan. 
 
Untuk melengkapi pelaksanaan fungsi tersebut, berdasarkan 
keputusan kepala BPN RI Nomor 34 Tahun 2007 disusun petunjuk teknis 
penanganan dan penyelesaian masalah pertanahan. Salah satu fungsi 
deputi bidang pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan 
adalah menyelenggarakan pengkajian dan pemetaan secara sistematis 
berbagai masalah, sengketa dan konflik pertanahan. 
Sengketa pertanahan yang diakumulasikan ke dalalam perkara 
pertanahan yang masuk ke Mahkama Agung dalam setiap tahunya 
menunjakan intensitas cenderung meningkat, yaitu diperkirakan berkisar 






perkaya yang telah selesai diputus pada tingkat pertama maupun pada 
tingkat banding.22 
Pada dasarnya pilihan penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan 
2 (dua) proses. Proses penyelesaian sengketa melalui litigasi didalam 
pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui 
kerja sama (kooperatif) di luar pengadilan. Proses litigasi menghasilkan 
kesepakatan yang bersifat adversial yang belum mampu merangkul 
kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat 
dalam penyelesaiannya. Sebaliknya, melalui proses di luar pengadilan 
menghasilkan kesepakatan kesepakatn yang bersifat “win- win 
solution”,dihindari dari kelambatan proses penyelesaian yang diakibatkan 
karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan komprehensif 
dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. Penggunaan 
pranata penyelesaian sengketa diluar pengadilan tersebut kemudian 
diterapkan di Negara Indonesia yang dibuatkan melalui Undang Undang 
Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 
Sengketa, telah menyediakan beberapa pranata pilihan penyelesaian 
sengketa (PPS) secara damai yang dapatditempuh para pihak untuk 
menyelesaikan sengketa atau beda pendapat perdata mereka, apakah 










4. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Pengadilan dan Luar Jalur 
Pengadilan 
a. Penyelesaian Sengketa Jalur Pengadilan 
 
Forum pengadilan merupakan salah satu pilihan cara menyelesaikan 
sengketa yang di pilih oleh para pihak yang bersengketa untuk mencapai 
tujuanya. Pengadilan merupakan tempat bagian anggota masyarakat 
meminta perlindungan apabila merasa hak dan kepentinganya terlanggar 
baik oleh penguasa maupun oleh sesama anggota masyarakat. Pengadilan 
sangat diharapkan oleh para pencari keadilan, yang dapat berfungsi 
sebagai: 
1) Sebagai katup penekan atau pressure valveatas atas segala pelanggaran 
hukum, ketertiban masyarakat dan pelanggaran ketertiban umum. 
2) Peradilan masih tetap diharapkan berperan sebagai the lastresort, yakni 
sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, sehingga 
pengadilan masih diadakan sebagai badan yang berfungsi menegakkan 
kebenaran dan keadilan.23 Dengan demikian, keberadaanya masih tetap 
diakui sabagai penjaga kemerdekaan masyarakat, dianggap pula 





23 Disampaikan Pada Seminar Akbar 50 Tahun Pembinaan Hukum Sebagai Modal Dasar 
Pembangunan Hukum Nasional Dalam PJP II, 18-21 Juli 1995, Hotel Sahid, Jakarta. 
24 13Yahya Harahap, beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian 






Penyelesaian sengketa/konflik yang terjadi dalam bidang perdata, yang 
pada umumnya ditempuh adalah melalui jalur peradilan umum sesuai 
dengan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang no 2 tahun 1986 tentang peradilan umum yang 
disebutkan bahwa kewenangan dari peradilan umum sesuai dengan 
ketentuan dalam pasal pasal sebagai berikut: 
1) Pasal 2 menyatakan bahwa Peradilan Umum adalah salah satu 
pelaksana kekuatan kehakiman bagi rakyat mencari keadilan pada 
umumnya. 
2) Pasal 6, Pengadilan terdiri dari : Pengadilan negeri yang merupakan 
pengadilan tingkat pertama. Pengadilan tinggi yang merupakan 
pengadilan tingkat banding. 
3) Pasal 50, Pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, 
memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di 
tingkat pertama.25 
b. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan 
 
Pilihan hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non- litigasi) 
ditempuh untuk menghindari mekanisme birokrasi yang panjang dan 
berbelit-berbelit, dan aspek non yuridis berupa campur tangan dari pihak-
pihak tertentu di luar kewenangan mengadili, sehingga akan berimplikasi 
kepada keluarnya putusan yang menyimpang dari hakekat keadilan, yang 
pada akhirnya menyebabkan mekanisme formal itu tidak 
25  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2004  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 






selalu memperoleh respons secara meluas dari masyarakat. Kondisi ini 
sering diperparah dengan ketidakmampuan lembaga peradilan dalam 
menangani perkara yang semakin menumpuk.26 Penyelesaian sengketa 
dengan menggunakan pengadilan (litigasi) prosesnya memakan waktu 
yang lama, biayanya mahal, tidak tanggap,  kemampuan  hakimnya sangat 
terbatas, putusannya membingungkan, putusannya tidak memberikan 
kepastian hukum dan tidak menyelesaikan masalah bahkan justru 
menambah masalah.27 Penyelesaian sengketa melalui mekanisme diluar 
pengadilan yang dilakukan secara damai menurut Timonity Lindsey 
sebagaimana dikutip oleh Syahrizal Abbas28 sudah lama  di kenal dan 
dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat. Indonesia. Masyarakat 
Indonesia merasa penyelesaian sengketa secara damai telah mengantarkan 
mereka pada kehidupan yang harmonis, adil, seimbang dan terpeliharanya 
nilai-nilai kebersamaan (komunalitas) dalam masyarakat. Masyarakat 
mengupayakan menyelesaian sengketanya dengan secara cepat dan tepat 
dengan tetap menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan tidak merampas 
atau menekan kebebasan individu. 
Penyelesaian sengketa pada masyarakat mengacu pada prinsip 
“kebebasan” yang menguntung kedua belah pihak yang bersengketa. 
 
26 Idrus Abdullah, Penyelesaian Sengketa Melalui Mekanisme Pranata Lokal: Studi 
Kasus dalam Dimensi Pluralisme Hukum pada Area Suku Sasak di Lombok Barat, Disertasi, 
Program Doktor Pascasarjana Universitas Indonesia, Depok, 2002, hlm 13. 
27 M. Yahya Harahap, BeberapaTinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan penyelesaian 
Sengketa, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997 hlm 240-247. Lihat juga Yahya Harahap, Hukum 
Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2007 hlm 233234. 







Para pihak yang bersengketa dapat menawar opsi penyelesaian sengketa 
dengan melibatkan pihak yang netral atau tokoh masyarakat. Para pihak 
tidak terpaku pada upaya pembuktian benar atau salah dalam sengketa 
mereka, tetapi mereka cenderung memikirkan penyelesaian sengketa 
untuk masa depan, dengan mengakomodasi kepentingan-kepentingan 
mereka secara berimbang. Penyelesaian sengketa dengan cara 
musyawarah dan mufakat yang dilakukan diharapkan dapat mampu 
memuaskan parak pihak yang bersengketa walaupun tidak seratus  persen. 
Musyawarah mufakat merupakan falsafah masyarakat Indonesia 
dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk penyelesaian sengketa. 
Musyawarah mufakat sebagai nilai filosofi bangsa yang dijelmakan dalam 
dasar negara yaitu Pancasila. Dalam sila keempat Pancasila disebutkan, 
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permuyaratan/ perwakilan. Nilai tertinggi ini kemudian dijabarkan lebih 
lanjut dalam UUD 1945 dan sejumlah peraturan perundang-undangan. 
5. Pembebanan Biaya Pemeriksaaan Setempat 
 
Menurut kententuan Pasal 214 Rv, biaya pemeriksaan setempat dibebankan 
kepada:29 
a. Dibebankan Kepada Pihak yang Meminta Pemeriksaan Setempat. 
 
b. Ditentukan oleh Hakim Pemeriksa perkara Hal tersebut berdasarkan 
ketentuan Pasal 214 ayat (2) Rv bahwa: “Jika hakim yang 
29 M Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan 






memerintahkan pengamatan atau pemeriksaaan setempat, maka ia 
mementukan pula siapa yang harus membayar lebih dahulu biayanya”. 
Biaya pemeriksaaan setempat berdasarkan ketentuan pasal 214 Rv 
merupakan biaya yang pada intinya adalah ongkos transportasi tim yang 
melaksanakan pemeriksaan setempat, yang besaran jumlahnya tergantung 
antara jarak lokasi antara kantor Pengadilan dengan letak objek yang akan 
diperiksa. Dan dapat pula ditambah dengan biaya saksi atau ahli jika ada serta 
dapat pula dimasukkan biaya pengamanan jika dianggap perlu. 
 
 
B. Tinjauan Umum Pembuktian 
 
1. Pengertian Pembuktian 
 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembuktian adalah suatu 
proses, cara perbuatan membuktikan usaha menunjukkan benar atau salahnya 
terdakwa dalam sidang pengadilan.30 Pembuktian adalah penyajian alat-alat 
bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara 
guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan 
didepan persidangan31. Pembuktian diperlukan dalam suatu perkara yang 
mengadili suatu sengketa dimuka pengadilan ataupun dalam perkara-perkara 
permohonan yang menghasilkan suatu penetapan. Membuktikan 
mengandung beberapa pengertian: 
a. Membuktikan dalam arti logis, berarti memberi kepastian yang bersifat 
 
30 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: 
BalaiPustaka, 2009, hlm. 172 







mutlak,karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinan adanya 
bukti lawan. 
b. Membuktikan dalam arti konvensional, berarti memberi kepastian tetapi 
bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang relatif sifatnya yang 
mempunyai tingkatan-tingkatan sebagai berikut: 
1) Kepastian yang hanya didasarkan pada perasaan, sehingga bersifat 
intuitif dan disebut conviction intime. 
2) Kepastian yang didasarkan pada pertimbangan  akal,  sehingga disebut 
conviction raisonee. 
3) Membuktikan dalam arti yuridis (hukum acara perdata), tidak lain 
berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang 
memeriksa perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran 
peristiwa yang diajukan.32 
Pada dasarnya pembuktikan adalah suatu proses untuk 
menetapkan kebenaran peristiwa secara pasti dalam persidangan, 
dengan sarana-sarana yang disediakan oleh hakim, hakim 
mempertimbangkan atau memberi alasan-alasan logis mengapa suatu 
peristiwa dinyatakan sebagai benar. Pakar hukum perdata Munir Fuadi, 
pembuktian sendiri di dalam Ilmu Hukum memiliki pengertian yaitu 
suatu proses, baik dalam acara perdata maupun acara pidana, maupun 
acara-acara lainnya, dimana dengan menggunakan alat-alat bukti yang 
sah, dilakukan tindakan dengan prosedur yang khusus, 
 







untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan,khususnya fakta 
atau yang dipersengketakan di Pengadilan, yang diajukan dan 
dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau 
tidak seperti yang dinyatakan itu. Sedangkan Hukum Pembuktian 
mengandung pengertian sebagai seperangkat kaidah hukum yang 
mengatur tentang pembuktian.33 
Pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah 
menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna 
memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. 
Pasal 283 RBg/163 HIR menyatakan “Barangsiapa mengatakan 
mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk 
meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, 
haruslah membuktikan adanya perbuatan itu.” 
Pembuktian diperlukan dalam suatu perkara yang mengadili 
suatu sengketa di muka pengadilan (juridicto contentiosa) maupun 
dalam perkara-perkara permohonan yang menghasilkan suatu 
penetapan (juridicto voluntair). Dalam suatu proses perdata,  salah satu 
tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum 
yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. 
Adanyahubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat 
menginginkankemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat 
 
33 Wardah, Seri & Sutiyoso, Bambang, Hukum Acara Perdata dan 






tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar 
gugatannya, maka gugatannya tersebut akan ditolak, namun apabila 
sebaliknya maka gugatannya tersebut akan dikabulkan. Jadi dapat 
penulis simpulkan, definisi pembuktian yaitu keseluruhan aturan 
tentang pembuktian yang menggunakan alat bukti yang sah sebagai 
alatnya dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran dari suatu 
peristiwa melalui putusan  atau  penetapan  hakim.  Pembuktian adalah 
upaya para  pihak  yang  berperkara  untuk  menyakinkan hakim akan 
kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang 
bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh 
undang-undang. 
 
2. Prinsip Hukum Pembuktian 
 
Prinsip hukum pembuktian merupakan landasan penerapan 
pembuktian. Semua pihak, termasuk hakim harus berpegang pada patokan 
yang digariskan prinsip yang sudah ditentukan. Prinsip-prinsip hukum 
pembuktian secara umum meliputi: 
a. Pembuktian Mencari dan Mewujudkan Kebenaran Formil 
 
Proses peradilan perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan 
hakim cukup kebenaran formil (formeel waarheid). Pada dasarnya tidak 
dilarangpengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materiil. 






oleh hukum untuk mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil.34 
Para pihak yang berperkara dapat mengajukan pembuktian 
berdasarkankebohongan dan kepalsuan, namun fakta yang demikian 
secara teoritis harus diterima hakim untuk melindungi atau 
mempertahankan hak perorangan atau hak perdata pihak yang 
bersangkutan.Menurut Yahya Harahap dalam mencari kebenaran formil, 
perlu diperhatikan beberapa prinsip sebagai pegangan bagi hakim maupun 
para pihakyang berperkara,35 yaitu sebagai berikut: 
1) Tugas dan Peran Hakim Bersifat Pasif 
 
Hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai 
hal-hal yang diajukan oleh penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, 
fungsi dan peran hakim dalam proses perkara perdata terbataspada: 
a) Mencari dan menemukan kebenaran formil, dan 
 
b) Kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta- 
fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan 
berlangsung. 
Sehubungan dengan sifat pasif tersebut, apabila hakim yakin bahwa 
apa yang digugat dan diminta penggugat adalah benar, tetapi penggugat 
tidak mampu mengajukan bukti tentang kebenaran yang diyakininya, 
maka hakim harus menyingkirkan keyakinan tersebut dengan menolak 
kebenaran dalil gugatan, karena tidak didukung 
 
34 Harahap, M. Yahya, Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 
Pembuktian,dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 498. 






dengan bukti dalam persidangan. 
 
2) Putusan Berdasarkan Pembuktian Fakta 
 
Hakim tidak dibenarkan dalam mengambil putusan tanpa adanya 
pembuktian. Haki dalam menolak atau mengabulkan gugatan harus 
berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan 
parapihak. Pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan 
fakta- fakta dan pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa ada fakta- 
fakta yang mendukungnya. Fakta-fakta yang dimaksud adalah sebagai 
berikut: 
a) Fakta yang dinilai, diperhitungkan dan terbatas yang diajukan dalam 
persidangan. Para pihak diberi hak dan kesempatan 
menyampaikanbahan atau alat bukti, kemudian bahan atau alat bukti 
tersebut diserahkankepada hakim. Sedangkan bahan atau alat bukti 
yang dinilai membuktikan kebenaran yang didalilkan pihak 
manapun, hanya fakta langsung dengan perkara yang disengketakan. 
Apabila bahan atau alat bukti yang disampaikan dipersidangan tidak 
mampu membenarkan fakta yang berkaitan dengan perkara yang 
disengketakan maka tidak bernilai sebagai alat bukti. 
b) Fakta yang terungkap di luar persidangan. Di atas telah dijelaskan 
bahwa hanya fakta-fakta yang diajukan dipersidangan yang boleh 
dinilai dan diperhitungkan menentukan kebenaran dalam mengambil 






diperhitungkan hanya yang disampaikan para pihak kepada hakim 
dalam persidangan. Dalam hal ini hakim tidak dibenarkan untuk 
menilai dan memperhitungkan fakta-faktayang tidak diajukan pihak 
yang berperkara. Contohnya, fakta yang ditemukan hakim dalam 
majalah atau surat kabar adalah fakta yang diperoleh hakim dari 
sumber luar, bukan dalam persidangan maka tidak dapat dijadikan 
fakta untuk membuktikan kebenaran yang didalilkan oleh salah satu 
pihak. Banyak fakta yang diperoleh dari berbagai sumber, selama 
fakta tersebut bukan diajukan dan diperoleh dalam persidangan 
maka fakta tersebut tidak dapat dinilai dalam mengambil 
keputusan.36 Fakta yang demikian disebut out of court sehingga 
fakta tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mencari dan 
menemukan kebenaran. 
3) Pengakuan Mengakhiri Pemeriksaan Perkara 
 
Pada Prinsipnya pemeriksaan perkara sudah berakhir apabila 
salah satu phak memberikan pengakuan yang bersifat menyeluruh 
terhadap materi pokok perkara. Apabila tergugat mengakui secara 
murni dan bulat atas materi pokok yang didalilkan penggugat, maka 
perkara yang disengketakan dianggap telah selesai. Karena dengan 
pengakuan itu telah dipastikan dan diselesaikan hubungan hukum yang 
terjadi antara para pihak. 
Begitu juga sebaliknya, jika penggugat membenarkan dan 






dipastikan dan dibuktikan gugatan yang diajukan penggugat sama 
sekali tidak benar. Meskipunhakim mengetahui dan yakin pengakuan 
itu bohong atau berlawanan dengan kebenaran maka hakim harus 
menerima pengakuan itu sebagai fakta dan kebenaran. Maka, hakim 
harus mengakhiri pemeriksaan karena dengan pengakuan tersebut 
materi pokok perkara dianggap telah selesai secara tuntas. Agar 
penerapan pengakuan mengakhiri perkara tidak keliru, perlu dijelaskan 
lebih lanjut beberapa patokan antara lain sebagai berikut: 
Pengakuan yang diberikan tanpa syarat. Pengakuan yang 
berbobotmengakhiri perkara, apabila: 
a) Pengakuan diberikan secara tegas (expressis verbis). Pengakuan 
yang diucapkan atau diutarakan secara tegas baik dengan lisan 
atau tulisan didepan persidangan. 
b) Pengakuan yang diberikan murni dan bulat. Pengakuan tersebut 
bersifat murni dan bulat serta menyeluruh terhadap materi pokok 
perkara, dengan demikian pengakuan yang diberikan harus tanpa 
syarat atau tanpa kualifikasi dan langsung mengenai materi pokok 
perkara. Apabilapengakuan yang diberikan bersyarat, apalagi tidak 
ditunjukan terhadap materi pokok perkara maka tidak dapat 
dijadikan dasar mengakhiri pemeriksaan perkara. 
c) Tidak menyangkal dengan cara berdiam diri. Apabila tergugat tidak 
mengajukan sangkalan tetapi mengambil sikap berdiam diri saja 






bukti pengakuan tanpa syarat. Oleh Karena itu sikap tergugat 
tersebut tidak dapat dikonstruksi sebagai pengakuan murni dan bulat, 
karena kategori yang demikaian harus dinyatakan secara tegas 
barulah sah untuk dijadikan sebagai pengakuan yang murni tanpa 
syarat. Sedangkan dalam keadaan diam, tidak pasti dengan jelas apa 
saja yang diakui, sehingga belum tuntas penyelesaian mengenai 
pokok perkara. Oleh karena itu dinyatakan tidak sahuntuk 
menjadikannya dasar mengakhiri perkara. 
d) Menyangkal tanpa alasan yang cukup. Dalam hal ini diajukan 
sangkalan atau bantahan tetapi tidak didukung denggan dasar alasan 
(opposition without basic reasons) dapat dikonstruksikan dan 
dianggap sebagai pengakuan yangmurni dan bulat tanpa syarat 
sehingga membebaskan pihak lawan untuk membuktikan fakta- 
fakta materi pokok perkara dengan demikian proses pemeriksaan 
perkara dapat diakhiri. Akan tetapi perkembangan praktik 
memperlihatkan kecendrungan yang lebih bersifat lentur, yang 
memberi hak kepada pihak yang berdiam diri atau kepada yang 
mengajukan sangkalan tanpa alasan (opposition without reasons) 
untuk mengubah sikap diam atau sangkalan itu dalam proses 
persidangan selanjutnya. Dalam hal ini merupakan hak sehingga 
hakim wajib memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk 
mengubah dan memperbaikinya. Lain halnya pengakuan yang 






langsung bersifat mengikat (binding) kepada para pihak.36 Oleh 
karena itu tidak dapat dicabut kembali (irrevocable) dan juga tidak 
dapat diubah atau diperbaiki lagi sesuai dengan ketentuan Pasal 1926 
KUH Perdata. 
b. Asas-asas Hukum Pembuktian 
 
Hakim mempunyai kebebasan dalam menilai pembuktian terhadap 
alat bukti, misalnya keterangan saksi yang mempunyai kekuatan 
pembuktian yang bebas, artinya diserahkan pada Hakim untuk menilai 
pembuktiannya, Hakim boleh terikat atau tidak pada keterangan yang 
diberikan oleh saksi.37 Suatu sistem hukum merupakan suatu kesatuan 
aturan-aturan hukum yang berhubungan satu dengan lainnya, dan telah 
diatur serta disusun berdasarkan asas-asas. Asas-asas hukum adalah 
aturan-aturan pokok yang tidak dapat lagi dijabarkan lebih lanjut, 
diatasnyatidak lagi ditemukan aturan-aturan yang lebih tinggi lagi. Asas 
hukum merupakan dasar bagi aturan-aturan hukum yang lebih rendah.38 
Perbedaan antara asas hukum dengan peraturan yang lebih rendah 
adalah bahwa asas hukum lebih abstrak, apabila asas hukum tidak 
dimasukkan dalam undang-undang, tidak mengikat bagi hakim, melainkan 
hanya sebagai pedoman saja. Akan tetapi, bila asas itu secara tegas 
dituangkan dalam undang-undang, mempunyai kekuatan mengikat 
 
36 Ibid., hlm. 507. 
37 Fakhriah, Efa Laela, Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata, Bandung: 
Alumni,2013, hlm. 40. 
38 Bellefroid, J.H.P. dalam buku Fakhriah, Efa Laila, Op Cit., hlm. 44. 






sebagai undang-undang sehingga hakim wajib untuk menerapkan asas 
tersebut secara langsung terhadap semua kasus-kasus nyatayang atasnya 
tidak terdapat aturan-aturan khusus.39 Asas-asas dalam Hukum 
Pembuktian adalah sebagai berikut: 
1) Asas ius curia novit. Hakim dianggap mengetahui akan hukum, hal ini 
berlaku juga dalam pembuktian, karena dalam membuktikan, tentang 
hukumnya tidak harus diajukan atau dibuktikan oleh para pihak, tetapi 
dianggap harus diketahuidan diterapkan oleh hakim. 
2) Asas audi et altera partem. Asas ini berarti bahwa kedua belah pihak 
yang bersengketa harus diperlakukan sama. Kedudukan prosesual yang 
sama bagi para pihak di muka hakim. 
3) Asas actor sequitur forum rei. Gugatan harus diajukan pada pengadilan 
di mana tergugat bertempat tinggal. Asas ini dikembangkan dari asas 
presumption of innocence yang dikenal dalam hukum pidana. 
4) Asas affirmandi incumbit probation. Asas ini mengandung arti bahwa 
siapa yang mengaku memiliki hak maka ia harus membuktikannya. 
5) Asas acta publica probant sese ipsa. Asas ini berkaitan dengan 
pembuktian suatu akta otentik, berarti suatu akta yang lahirnya tampak 
sebagai akta otentikserta memenuhi syarat yang telah ditentukan, akta 
itu berlaku atau dianggap sebagai akta otentik sampai terbukti 
sebaliknya. Beban pembuktiannya terletak pada siapa yang 
mempersoalkan otentik tidaknya akta tersebut.40 
 
39 Ibid., hlm. 44. 






6) Asas testimonium de auditu. Merupakan asas dalam pembuktian dengan 
menggunakan alat bukti kesaksian, artinya adalah keterangan yang 
saksi peroleh dari orang lain, saksi tidak mendengarnya atau 
mengalaminya sendiri melainkan mendengar dari orang lain tentang 
kejadian tersebut. Pada umumnya, kesaksianberdasarkan pendengaran 
ini tidak diperkenankan, karena keterangan yang diberikan bukan 
peristiwa yang dialaminya sendiri, sehingga tidak merupakan alat bukti 
dan tidak perlu lagi dipertimbangkan (Yurisprudensi MARI, 15 Maret 
1972 No. 547 K/Sip/1971, menentukan: keterangan saksi de auditu 
bukan merupakan alat bukti). 
7) Asas unus testis nullus testis. Yang berarti satu saksi bukan saksi, 
artinya bahwa satu alat bukti saja tidaklah cukup untuk 
membuktikan kebenaran suatu peristiwa atau adanya hak. Pasal 169 
HIR/306 RBg menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja 
tanpa alat bukti lainnya tidak dapat dianggap sebagai pembuktian 
yang cukup (Yurisprudensi MARI No. 665 K/Sip/1973, 
menentukan: Satu surat bukti saja tanpa dikuatkan oleh alat bukti lain 
tidak dapatditerima sebagai pembuktian). 
c. Jenis Alat Bukti dalam Perkara Perdata 
 
Ketentuan alat-alat bukti dan pembuktian dalam perkara perdata 
terikat kepada Stb. 1941 Nomor 44 (HIR) dan KUH Perdata (BW). 









1) Bukti tertulis/surat; 
 








Alat bukti tulisan atau surat diatur dalam pasal-pasal 138,165 dan 
167 HIR/164, 285 dan 306 RBg/Stb 1867 No 29 dan pasal 1867 s/d 1894 
BW. Alat bukti tulisan atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-
tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau atau 
mengandung buah pikiran dan dipergunakan sebagai bukti. Dengan 
demikian segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau 
meskipum menurut tanda-tanda bacaan, tapi tidak mengandung buah 
pikiran, tidak termasuk pengertian surat seperti misalnya potret, peta dan 
lain sebagainya, tetapi jika diajukan sebagai bukti, hanya merupakan 
barang atau benda untuk meyakini hakim saja  (demonstrative evidence).41 
Alat bukti berupa kesaksian diatur melalui Pasal 139-152 dan Pasal 
168-172HIR serta Pasal 1895 dan Pasal 1902-1912 BW. Setelah diteliti, 
ternyata di dalam pasal-pasal yang telah disebut tidak ditemui mengenai 
pengertian dari kesaksian. Apabila kita mengacu kepada pengertian 
keterangan saksi dalam perkara pidana yang merupakan keterangan 






mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan 
ia alami sendiri dengan menyebut alasannya, sebenamya inti dari 
kesaksian adalah tidak berbeda. Oleh karena apa yang dikemukakan saksi 
haruslah tentang peristiwa atau kejadian yang ia dengar sendiri, lihat 
sendiri dan iaalami sendiri. Jadi bukti dengan saksi atau kesaksian adalah 
keterangan yang diberikan oleh seorang saksi di depan sidang pengadilan 
suatu peristiwa, kejadian atau keadaan tenentu yang ia dengar sendiri, lihat 
sendiri dan dialami sendiri. 
Ketentuan HIR alat bukti persangkaan diatur melalui Pasal 173 dan di 
dalam BW diatur pada Pasal 1915 - Pasal 1922. Perihal persangkaan 
dirumuskan oleh Pasal 1915 BW ialah kesimpulan yang oleh undang- 
undang atau oleh Hakim yang ditarik dari suatu peristiwa yang terang 
nyata ke arah peristiwa lain yang belum terang kenyataannya. Selanjutnya 
oleh Pasal 1975 disebutkan, ada dua macam persangkaan, yaitu, 
persangkaan menurut undang-undang dan persangkaan yang tidak 
berdasarkan undang-undang. Persangkaan yang tidak berdasarkan 
undangundang ini merupakan kesimpulan-kesimpulan yang ditarik oleh 
hakim. Secara prinsip persangkaan yang tidak berdasarkan undang- 
undang atau persangkaan yang didasarkan atas kenyataan itu, kekuatan 
pembukti-annya di tangan hakim dan memang persangkaan yang demikian 
merupakan kesimpulan- kesimpulan yang ditarik oleh Hakim. 
Pengakuan sebagai alat bukti, selain diatur oleh Pasal 164 HIR juga 






selain diatur pada Pasal 1866 juga dijabarkan melalui Pasal-Pasal 1923-
1928. Baik di dalam HIR maupun BW tidak dirumuskan mengenai apa itu 
pengakuan. Memang dilihat dari kata "pengakuan" pada umumnya semua 
orang sudah mengerti maksudnya. Pengakuan adalah pernyataan dari salah 
satu pihak tentang kebenaran suatu peristiwa, keadaan atau hal tertentu 
yang dapat dilakukan di depan sidang ataudiluar sidang. 
Sumpah/janji adalah pemyataan yang diucapkan dengan resmi dan 
dengan bersaksi kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci, 
bahwa apa yang dikatakan atau dijanjikan itu benar (1985:259). Dengan 
demikian inti dan sumpah di sini aalah suatu pemyataan dari pihak-pihak 
untuk mengemukakan sesuatu dengan sebenar-benamya. Perihal alat bukti 
sumpah ini diatur dalam Pasal 1929- 1945 BW dan Pasal 155, Pasal 158 









HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
A. PENGATURAN PEMBUKTIAN DALAM MENYELESAIKAN 
SENGKETA TANAH 
1. Dasar Hukum Pengaturan Pembuktian Dalam Menyelesaikan Sengketa 
Tanah 
Pengaturan pembuktian secara umum terdapat dalam Pasal 1866 
KUHPerdata dan Pasal 164 HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement)/ Pasal 
284 Rbg (Rechtglement Buitengewesten), yang pada pokoknya menyatakan 
bahwa alat-alat bukti dalam hukum acara perdata meliputi alat bukti surat, 
bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah21 . Berdasarkan ketentuan 
bunyi dari Pasal 1866 KUHPerdata, Pasal 164 HIR / Pasal 284 RBg ini, alat-
alat bukti tersebut sepertinya bersifat limitatif, akan tetapi tidaklah demikian 
adanya, karena di luar Pasal 1866 KUHPerdata, Pasal 164 HIR / Pasal 284 
RBg ini terdapat alat bukti lain yang dapat dipergunakan untuk memperoleh 
kepastian mengenai kebenaran suatu peristiwa yang menjadi sengketa42, 
seperti pemeriksaan setempat  (decentee). Dalam perundang-undangan di 
Indonesia pemeriksaan setempat (decentee) diatur dalam Pasal 153 HIR / 
Pasal 180 RBg, Pasal 211 Rv (Reglement of de Rechtsvordering)dan Surat 
Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan 
Setempat. 
a. Pasal 153 HIR/ Pasal 180 RBg. 
 






Pasal 153 HIR / Pasal 180 RBg menentukan sebagai berikut : 
 
1) Jika dianggap perlu dan berguna, maka ketua boleh mengangkat 1 (satu) 
atau 2 (dua) orang komisaris dari pada pengadilan itu, yang dengan 
bantuan panitera pengadilan negeri akan memeriksa sesuatu keadaan 
setempat, sehingga dapat menjadi keterangan bagi hakim. 
2) Tentang pekerjaan dan hasilnya dibuat oleh panitera surat berita acara 
atau relaas yang ditandatangani oleh komisaris dan panitera itu. 
3) (R.Bg) Jika tempat yang akan diperiksa itu terletak di luar daerah 
hukum tempat kedudukan pengadilan itu, maka ketua dapat minta 
kepada pemerintah setempat, supaya melakukan atau menyuruh 
melakukan pemeriksaan itu dan mengirimkan dengan selekas- lekasnya 
berita acara pemeriksaan itu. 
Berdasarkan bunyi Pasal 153 HIR /Pasal 180 RBg ini, pemeriksaan 
setempat tersebut, dapat dilakukan oleh pengadilan yang berwenang 
memeriksa perkara, dalam wilayah hukum dimana objek perkara tersebut 
berada. Selanjutnya jika objek perkara berada diluar wilayah hukum 
pengadilan yang berwenang memeriksa, maka pengadilan yang 
berwenang tersebut dapat meminta bantuan kepada pengadilan mana yang 
wilayah  hukumnya,   objek  perkara  tersebut  berada.  Dalam Pasal 
153 HIR / Pasal 180 RBg ini, tidak ada disebutkan secara eksplisit tentang 
bentuk atau wujud dari benda atau objek yang akan dilakukan pemeriksaan 
setempat(decentee). Akan tetapi penegak hukum khususnya hakim     yang         






menginterpretasikan bahwa objek atau benda yang dapat dilakukan atas 
pemeriksaan setempat (decentee) ini  adalah  benda-benda  tidak bergerak, 
yang sulit dan berat untuk dihadirkan di depan persidangan. 
b. Pasal 211 Rv (Reglement of de Rechtsvordering. 
 
Pasal 211 Rv (Reglement of de Rechtsvordering) pada pokoknya berbunyi: 
1) Jika Hakim atas permintaan para pihak atau karena jabatan memandang 
perlu, maka dengan surat putusan dapat diperintahkan agar seorang atau 
lebih para anggota yang duduk dalam majelis, disertai oleh Panitera, 
datang di tempat yang harus diperiksa untuk menilai keadaan setempat 
dan membuat akta pendapatnya, baik dilakukan sendiri maupun dengan 
dibantu oleh ahli- ahli. 
2) Dengan cara dan maksud yang sama dapat diperintahkan dengan  suatu 
putusan, penyaksian benda-benda bergerakyang  tidak  dapat atau sukar 
untuk diajukan ke depan sidang pengadilan. 
3) Putusan itu menentukan waktu pemeriksaan di tempat atau waktu dan 
tempat peninjauan, tenggang waktu, bilamana berita acara seperti 
tersebut dalam Pasal 212 harus disediakan di Kepaniteraan, dan 
menentukan waktu dilakukannya persidangan bagi para pihak untuk 
melanjutkan perkaranya. Berdasarkan bunyi Pasal 211 Rv pada ayat 
(1) nya, dapat diketahui bahwa pemeriksaan setempat(decentee) ini, 
dilakukan oleh pengadilan yang berwenang memeriksa perkara,  dalam 






itu, ayat (2) Pasal 211 Rv ini, juga mengatur tentang pemeriksaan 
setempat (decentee) yang dilakukan terhadap benda-benda yang 
bergerak, yang tidak dapat atau sukar untuk diajukan ke depan sidang 
pengadilan. 
c. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang 
Pemeriksaan Setempat. 
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang 
Pemeriksaan Setempat ini, pada intinya meminta perhatian kepada majelis 
hakim yang memeriksa perkara, dengan objek perkara barang- barang 
tidak bergerak, untuk melakukan pemeriksaan setempat (decentee). 
Adapun latar belakang dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung 
Nomor 7 Tahun 2001 Tentang PemeriksaanSetempat(decentee) ini, adalah 
karena  banyaknya pengaduan dari pencari keadilanatas perkara-perkara 
perdata yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi tidak dapat 
dieksekusi (nonexecutable) karena obyek perkara atas barang-barang tidak 
bergeraktersebut misalnya sawah, tanah pekarangan dan lain sebagainya 
tidak sesuai dengan diktum putusan, baik mengenai letak, luas, batas- batas 
maupun situasi pada saat dieksekusi akan dilaksanakan, karena 
sebelumnya tidak pernah dilakukan pemeriksaan setempat (decentee) atas 
obyek perkara tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka dimintakan 







2. Subyek Yang Dapat Meminta Pemeriksaan Setempat (decentee). 
 




Pemeriksaan setempat (decentee)dapat dilakukan baik atas inisiatif secara 
ex officio, atauatas permintaan dari majelis hakim yang memeriksa perkara 
kepada para pihak yang bersengketa. Hal ini dapat disimpulkan dari bunyi 
Pasal 153 HIR/Pasal 180 R.Bg Ayat (1) sebagaimana tersebutdi atas. 
b. Tergugat atau kuasanya. Permintaan pemeriksaan setempat yang 
dimintakan atau atas inisiatif Tergugat maupun kuasanya, dapat dilakukan 
dengan cara mengajukan tangkisan (eksepsi) ataupun rekonpensi melalui 
jawabannya kepada gugatan Penggugat di depan persidangan. 
c. Penggugat secara in person (sendiri) maupun melalui kuasa Penggugat, 
juga dapat meminta dilakukannya permeriksaan setempat, jika Penggugat 
merasakan pemeriksaan setempat tersebut perlu dilakukan untuk 
menguatkan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugar tidak ada inisiatif 
atau niat untuk melakukan pemeriksaan setempat. Sedangkan dari segi 







1) Salah seorang Hakim yang memeriksa perkara, yang diperintahkan 




3) Juru sita 
 
4) Para pihak yang bersengketa secara in person, maupun kuasanya baik 
sendiri sendiri ataupun secara bersama bersama-sama. 
5) Pejabat setempat misal kepala desa.kepala lingkungan atau lurah. 
 
6) Juru ukur dari badan pertanahan nasional. 
 
7) Kepolisian jika diperlukan. 
 




3. Kedudukan hukum alat bukti pemeriksaan setempat dalam perkara 
sengketa tanah. 
Dicontohkan salah satu hasil pemeriksaan setempat serta melihat 
identitas tanah serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka 
majelis hakim memperoleh fakta hukum bahwa sertifikat hak milik dengan 
nomor A/Kelurahan B nama ABC tidak sesuai dengan prosedur dan 
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Panitia Pemeriksa Tanah A tidak menjalankan tugas sebagaimana yang diatur 
di dalam Pasal 83 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, yaitu : 






b. Penggugat dan Tergugat berdomisili di luar kota. 
 
c. Penggugat dan Tergugat tidak mengetahui betul batas-batas tanahnya 
Hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan keterangan bagi hakim atau 
menambah keterangan secara lebih jelas, hal ini sebagaimana tercantum 
dalam Pasal 153 ayat (2) HIR dan Pasal 180 ayat (1) RBg. Mengenai hasil 
pemeriksaan setempat sebagai keterangan atau fakta persidangan, perlu 
diperhatikan pendapat dari Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa 
bahwa setiap peristiwa yang telah dibuktikan dalam persidangan dapat 
digunakan sebagai persangkaan hakim. Berbeda dengan persangkaan 
menurut undang-undang, maka di sini hakim bebas dalam menemukan 
persangkaan berdasarkan kenyataan. Hal seperti itu juga di kemukakan si 
Retnowulan Sutantio dan si Iskandar Oeripkartawinata yang menyatakan 
bahwa segala peristiwa keadaan didalam persidangan , bahan real yang 
didapat dari pemeriiksaan perkara tsb, semuanya yang ada itu dapat di jadikan 
bahan olahan untuk penyusunan persangkaan oleh hakim. 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan setempat 
merupakan fakta persidangan yang dapat dijadikan bahan atau keterangan 
untuk menyusunkan suatu persangkaan oleh hakim yang kekuatan 
pembuktiannya di serahkan kepada suatu majelis hakim sebagai yang 
memeriksa perkara. Hal yang perlu digaris bawahi di sini adalah hasil 
pemeriksaan setempat yang dijadikan sebagai pertimbangan majelis hakim 






bukti lain sebagai ajuan oleh para pihak berperkara didalam suatu 
persidangan. 
Merujuk kepada ketentuan Pasal 173HIR dan Pasal 1922 KUH Perdata, 
persangkaan hakim (rechtelijke vermoeden) atau disebut juga dengan 
persangkaan yang berdasarkan kenyataan dan fakta ( fetelijke vermoeden ) 
atau presumptiones facti bersumber yaitu dari fakta yang telah terbukti 
didalam persidangan sebagai pedoman menyusun persangkaan, dimana hal 
tersebut dilakukan hakim karena UU sendiri telah memberi wewenangannya 
kepadanya yaitu berupa suatu kebebasan utnuk menyusun persangka. 
Dari pasal-pasal tersebut diatas, UU menyerahkan pendapat dan 
pertimbangan sang hakim yaitu untuk mengolah alat bukti persangkaan yang 
bertumpu atau bersumber dari alat bukti yang sudah ada didalam persidangan 
tsb. Dari mana atau dari pihak mana data atau fakta itu diambil hakim adalah 
bebas. Mengutip pendapat Tresna, di katakan bahwa one persangkaan taklah 
akan di anggap cukup untuk menganggap dalil yang bersangkutan terbukti 
bebar, dan dengan istilah lain persangkaan hakim ini baru bisa merupakan 
suatu bukti yang lengkap apabila ada saling berhubungan satu dengan 
persangkaan-an hakim yang lainnya yang terdapat dalam suatu perkara, baik 
bersumber dari alat-alat bukti yang akan di ajukan oleh para pihak, maupun 







Dengan demikian, hasil dari pemeriksaan setempat yaitu sebagai salah 
satu fakta yang ada atau peristiwa yang terjadi dalam persidangan digunakan 
sebagai pendukung alat bukti lain untuk memperkuat suatu kekuatan dari nilai 
pembuktian yang ada itu juga serta sebagai dasar untuk memperkuat 
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. 
4. Tata Cara dan Tahapan Pemeriksaan Setempat 
 
Pemeriksaan Setempat dengan akronim PS diatur dalam Pasal 153 
HIR, Pasal 180 Rbg, Pasal 211 - 214 Rv, ketentuan-ketentuan tersebut tidak 
menjelaskan secara rinci bagaimana pelaksanaan PS di lapangan. Hal ini 
menyebabkan pelaksanaan PS menjadi mengikuti kebiasaan para hakim di 
pengadilan, yang bisa berbeda-beda satu sama lain. Mengambil contoh di 
salah satu pengadilan PS dilaksanakan dengan cara datang ke lokasi 
kemudian menanyakan kepada para pihak (Penggugat dan Tergugat) tekait 
obyek perkara. Sedangkan di tempat lain juga dilakukan dengan cara melihat 
alat bukti surat kemudian mencocokan dengan kondisi lapangan. 
Pada akhirnya tata cara ini akan berdampak pada validasi fakta yang 
ditemukan pada PS, coba saja kita bayangkan jika PS hanya dilaksanakan 
dengan meminta keterangan dari para pihak (bukan alat bukti), sudah pasti 
mereka akan menyebutkan sesuai dengan yang mereka tulis dalam gugatan 
atau jawaban. Tingkat validasi atau kebenaran fakta tersebut menjadi sangat 
rentan manipulasi. Sehingga perlu dijelaskan tata cara PS berdasarkan Pasal 






kemudian disesuaikan dengan kaidah pemeriksaan alat bukti dalam acara 
perdata sebagai berikut: 
Tabel 1 
Tahapan Pemeriksaan Setempat 43 
 
No. Tahap Keterangan 
1. Dilakukan atas permintaan 
salah satu pihak atau oleh 
hakim karena jabatannya 
Pasal 153 HIR, 180 Rbg, 211 Rv 
2. hakim menetapkan ongkos 
jalan yang ditanggung oleh 
pihak yang memohon PS. Jika 
dimintakan oleh hakim, maka 
ongkos PS dibebankan pada 
pihak yang paling berkepen-
tingan (Penggugat). Ongkos 
dibayar terlebih dahulu 
sebelum PS dilaksanakan 
Pasal 214 Rv, Angka 2 SEMA 7/2001, 
SEMA 5/1999; 
 
SEMA 5/1999, tidak dibenarkan adanya 
pembebanan biaya yang bersifat honor/uang 
makan bagi Majelis/Hakim/Panitera Peng- 
ganti, kecuali untuk transportasi dari Kantor 
Pengadilan ke tempat persidangan pulang 
pergi; 
Instruksi Dirjen Badimul No. 3207/DJU/SK 
/PS.01/10.2019, biaya pemeriksaan setempat 
terdiri dari biaya pemberitahuan 2x, 
transportasi dan PNBP. 
3. Perintah melaksanakan PS 
dituangkan dalam putusan 
sela atau berita acara. Berisi 
penunjukan hal-hal perlu 
dipersiapkan termasuk alat 
bukti dan ongkos. 
Pasal 153 HIR, 180 Rbg, 211 Rv 
4. Setelah ongkos dibayarkan 
kemudian dilakukan pembe- 
ritahuan kepada pihak yang 
berkepentingan antara lain 
kantor pemerintahan 
setempat (lurah/desa), kantor 
badan pertanahan dan pihak 
keamanan; 
SEMA 7/2001, SK Dirjen Badilum 
40/DJU/SK/HM.02.3./1/2019 
5. Pada hari yang ditentukan, 
hakim bersama para pihak 
serta      pihak      lain     yang 
dipanggil         melaksanakan 












 sidang di lokasi benda yang 
akan diperiksa; 
 
6. Hakim dapat membuka 
sidang secara resmi baik di 
ruang sidang terlebih dahulu 
atau langsung pada lokasi 
PS; 
Pasal 253 HIR (setiap sidang harus 
dinyatakan dibuka terlebih dahulu oleh 
Hakim) 
7. Para pihak diberi hak untuk 
mengajukan alat bukti yang 
memperkuat dalilnya selama 
PS; 
Pemeriksaan alat bukti yang diajukan selama 
PS, disesuaikan dengan hukum acara 
pemeriksaan alat bukti pada persidangan di 
ruang sidang pengadilan. Untuk surat 
dicocokan aslinya sedangkan untuk saksi 
atau ahli dilakukan penyumpahan, kemudian 
dilakukan tanya jawab; 
 
Angka 3 SEMA 7/2001 menyebutkan selama 
PS wajib memperhatikan Pasal 150 HIR; 
 
Pasal 150 HIR mengatur mengenai tanya 
jawab saksi harus melalui hakim ketua. 
8. Dapat dilakukan pengukuran 
objek yang dilakukan oleh 
BPN, dengan biaya yang 
disepakati oleh kedua belah 
pihak 
Angka 2 SEMA 7/2001 
9. Panitera Pengganti 
menuangkan hasil PS dalam 
berita acara 
Pasal 153 HIR, 180 Rbg, 212 Rv 
 
 
Pelaksanaan pemeriksaan setempat yang tidak menghadirkan alat bukti, 
terutama saksi dan ahli, dapat terjadi dikarenakan sulitnya memanggil saksi 
atau mungkin untuk mempercepat proses pemeriksaan setempat itu sendiri. 
Sebagai pengganti terkadang hanya para pihak yang dimintai keterangannya, 
bahkan tidak jarang kuasa hukum para pihak. Padahal Mahkamah Agung 
telah menegaskan dalam SEMA 5/1999 bahwa pemeriksaan setempat 
sifatnya sama seperti sidang di kantor pengadilan, yang artinya tidak 






mana kita ketahui keterangan para pihak atau kuasa hukumnya tidak termasuk 
alat bukti yang sah. 
Sebagai perbandingan, tata cara pemeriksaan setempat yang melibatkan 
saksi sebenarnya sudah diadopsi oleh salah satu peraturan di 
kementerian/lembaga, dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Pertahanan 
Republik Indonesia No. 34 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Pemeriksaan Setempat Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Di 
Lingkungan Kementrian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia 
(Permenhan 34/2016), yang menyebutkan bahwa “Pihak Kemhan sebelum 
pelaksanaan PS wajib menyiapkan saksi yang dapat memberikan keterangan 
tentang Lokasi, Luas dan Batas dan/atau bangunan terkiat Obyek Perkara 
pada saat pemeriksaan setempat”. Walaupun Permenhan 34/2016 hanya 
berlaku di lingkungan Kemenhan, namun menurut Penulis kaidah yang diatur 
dalam peraturan tersebut telah telah tepat menerapkan kaidah hukum acara 
perdata, khususnya dalam tata cara pelaksanaan pemeriksaan setempat. 
5. Hasil Pemeriksaan Setempat 
 
Pemeriksaan setempat tidak tercantum sebagai alat bukti dalam Pasal 
164 HIR, Pasal 283 RBg, dan Pasal 1886 KUH Perdata. Akan tetapi hasil 
pemeriksaan setempat merupakan fakta yang ditemukan hakim di 
persidangan. Oleh karenanya mempunyai daya kekuatan mengikat bagi 
hakim. Setiap fakta yang ditemukan dalam persidangan membuat hakim 






keputusan. Akan tetapi daya ikatnya tidak mutlak, jadi hakim bebas 
menentukan nilai kekuatan pembuktiannya. Daya mengikat pemeriksaan 
setempat dalam yurisprudensi: 
a. Dapat menetapkan luas tanah objek sengketa. Hakim dapat menetapkan 
luas tanah objek sengketa. Sedangkan mengenai batas- batas  tidak begitu 
relevan, sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan tanah akibat 
dari peralihan hak milik atas tanah. (Putusan Mahkamah Agung No. 1497 
K/Sip/ 1983) 
b. Dapat digunakan untuk memperjelas objek Sengketa. Hasil pemeriksaan 
setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas dan batas- 
batas objek sengketa (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1777 
K/Sip/1983) 
c. Dapat dijadikan dasar mengabulkan gugatan. Dalam hal dalil gugatan 
dibantah oleh pihak tergugat, tetapi ternyata berdasarkan pemeriksaan 
setempat luas tanah objek sengketa sama dengan yang tersebut dalam 
gugatan, maka dapat dijadikan dasar dikabulkan gugatan (Putusan 
Mahkamah Agung Nomor 3197 K/Sip/1983) 
d. Dapat dijadikan dasar menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Karena 
setelah diadakan Pemeriksaan Setempat oleh Pengadilan Negeri atas 
perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak 
sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam Gugatan, 
gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Putusan Mahkamah 






6. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Putusan atas 
Pemeriksaan Setempat pada Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Slw 
Dasar hukum pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 
16/Pdt.G/2018 /PN.Slw setidaknya ada dua bentuk pertimbangan yakni 
pertimbangan hokum dan pertimbangan fakta yang dapat dijelaskan sebagai 
berikut: 
a. Pertimbangan Fakta 
 
1) Mencermati dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa telah 
terjadi pada hari Jum’at tanggal 6 Desember 1996 bertempat di  Kantor 
Camat Balapulang,  telah  dilangsungkan  penandatangan  Akta Jual 
Beli No. 281/Blp/1996 atas sebidang tanah yang telah bersertifikat hak 
milik No. 1/Desa Balapulang Kulon Surat Ukur No. 
1/Balapulangkulon/1964 tertanggal 8 April 2015 seluas 630 M2  antara 
Moh. Moeksi Hadisiswanto (orang tua PARA TERGUGAT) selaku 
penjual dengan PENGGUGAT selaku pembeli dihadapan Drs. Ade 
Rusman selaku Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Balapulang 
– Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk  Wilayah  Kecamatan Balapulang 
2) Bahwa dalam jual beli tersebut PENGGUGAT telah membayar lunas 
harganya  yaitu  sebesar  Rp.  5.000.000,00  (lima  juta  rupiah)  kepada  
Moh.  Moeksi  Hadisiswanto  (penjual),   begitupun sebaliknya Moh. 
Moeksi Hadisiswanto menyerahkan tanah yang dijualnya tersebut 






Dengan demikian, jual beli antara PENGGUGAT dan Moh. Moeksi 
Hadisiswanto (orang tua PARA TERGUGAT) telah memenuhi syarat-
syarat untuk sahnya jual beli tanah menurut  hukum  adat  sesuai 
Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu : 
Syarat Tunai dan Syarat Terang 
3) Bahwa setelah proses penandatanganan Akta Jual Beli a quo tidak 
dilanjutkan dengan proses pendaftaran balik namanya di Kantor 
Pertanahan Kabupaten Tegal. Namun hanya disimpan saja oleh 
PENGGUGAT di rumahnya; 
4) Bahwa pada tanggal 18 Mei 1999 Moh. Moeksi Hadisiswanto 
meninggal  dunia  di  Balapulang  Kulon,  dan  meninggalkan   4 orang 
anak yang masih hidup, antara lain : Yeni Hadisiswanto, Dedi 
Hadisiswanto, Yanti Hadisiswanto, Rudi Hadisiswanto (PARA 
TERGUGAT). Tapi saat ini PARA TERGUGAT tidak diketahui 
keberadaannya di desa Balapulang Kulon maupun wilayah lain di 
Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
5) Bahwa pada sekira bulan Nopember 2017, PENGGUGAT hendak 
memproses balik-nama sertifikat berdasar Akta Jual Belinya melalui 
Kantor Notaris – PPAT Eva Fidiawati, S.H., M.Kn ke Kantor 
Pertanahan  Kabupaten  Tegal,  namun  oleh  Bu  Eva   Fidiawati, S.H.,  
M.Kn  dikatakan   bahwa   berkas   PENGGUGAT   belum dapat 
didaftarkan balik-namanya sebelum ada putusan pengadilan yang 






6) Bahwa dengan adanya gugatan pengesahan Akta Jual Beli No. 
 
281/Blp/1996  oleh  PENGGUGAT  agar  supaya   memudahkan  balik 
nama Sertifikat Hak Milik No.  1/Desa  Balapulang  Kulon  Surat Ukur 
No. 1/Balapulangkulon/1964 tertanggal 8 April 2015 seluas 630 M2 
atas nama SURNI a MOH MOEKSI HADISISWANTO menjadi atas 
nama PENGGUGAT yang sangat diperlukan sekali untuk di masa yang 
akan datang maka PENGGUGAT ajukan gugatan ke Pengadilan Negeri 
Slawi untuk mengesahkan jual belinya; 
7) Bahwa karena ini untuk kepentingan PENGGUGAT, maka 
PENGGUGAT siap menanggung biaya yang  timbul  dari  perkara  ini; 
Untuk membuktikan kebenaran obyek sengketa tersebut, kemudian 
Majelis Hakim pada hari Selasa 10 Juli 2018 telah melakukan sidang 
Pemeriksaan dapat diterima. 
b. Pertimbangan Hukum 
 
Sebelum memeriksa perkara ini Hakim ketua menjelaskan tentang 
kewajiban para pihak untuk menyelesaikan sengketa perkara ini melalui 
proses mediasi serta prosedur mediasi, dan para pihak diberikan 
kesempatan yang seluas-luasnya untuk menunjuk seorang Mediator, tetapi 
oleh karena salah satu pihak yaitu Para Tergugat tidak pernah hadir,maka 
proses mediasi tidak bisa dilaksanakan; 






Penggugattelah mengajukan bukti surat berupa : 
 
1) Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 281/Blp/1996 tanggal 6 Desember 
1996,diberi tanda P-1; 
2) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1 Desa Balapulang Kulon 
KecamatanBalapulang Kabupaten Tegal, diberi tanda P-2; 
3) Fotocopy Surat Keterangan Warisan Nomor 02/Agr/XII/1996 tanggal 
1Desember 1996, diberi tanda P-3; 
4) Fotocopy Surat Keterangan Nomor 1054/2019/VIII/2017 tanggal 30 
Agustus2017, diberi tanda P-4; 
5) Fotocopy Surat Kematian Nomor 1053/2019/VIII/2017 tanggal 30 
Agustus2017 atas nama Surni, diberi tanda P-5; 
6) Fotocopy Surat Kematian Nomor 641/2019/VI/2018 tanggal 4 Juni 
2018 atas nama Moh. Moeksi Hadisiswanto, diberi tanda P-6; 
Bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya 
dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan 
aslinya; 
Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan tentang obyek 
sengketa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap obyek 
sengketa di lokasi obyek sengketa pada hari Jumat tanggal 29 Juni 
2018,dan  memperoleh  fakta-fakta  sebagai berikut;-------------------------- 
Bahwa tanah obyek sengketa dengan Sertifikat Hak  Milik  Nomor 1  






Kabupaten Tegal, dengan batas-batas : 
 
- Sebelah Utara : Saluran air; 
 
- Sebelah Timur : Rumah Purwanto; 
 
- Sebelah Selatan : Jalan Raya; 
 
- Sebelah Barat : Rumah Nuraeni; 
 
Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah orang yang 
mempunyai  hak  atas  obyek  sengketa,  maka  Jual  Beli   antara orangtua 
Para Tergugat dengan Penggugat atas Sebidang tanah tambak yang 
tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No 1/Desa Balapulang  Kulon, 
seluas ± 630 M² atas nama Surni a Moh. Moeksi Hadisiswanto, 
sebagaimana tersebut dalam Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 6 
Desember 1996, antara Moh. Moeksi Hadisiswanto (orangtua Para 
Tergugat) sebagai Penjual dengan  Muchidin  Bin  Durahman (Penggugat) 
sebagai pembeli harus dinyatakan sah menurut hukum;--- 
Menimbang, bahwa dalam persidangan salah satu keterangan saksi 
Lili Apriyanti telah pula menerangkan : 
- Bahwa pak Muksi adalah orang tua dari Para Tergugat, yang merupakan 
anak satu-satunya dari ibu Surni, pemilik atas tanah tersebut; 
- Bahwa setelah ibu Surni meninggal obyek sengketa dikuasai oleh 
anaknya yaitu orangtua Para Tergugat, dan saat dalam penguasaanya 






tergugat telah meninggal dunia; 
 
- Bahwa sejak Penggugat membeli obyek sengketa tersebut hingga 
sekarang masih dikuasai  oleh  Penggugat  dan  tidak  pernah  ada yang 
berkeberatan ; 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti bahwa 
obyek sengketa tersebut pada tanggal 15 Mei 2015  telah  terbit  Sertifikat 
Hak Milik No 1/Desa Balapulang Kulon, seluas ±  630  M²  atas nama 
Surni a Moh. Moeksi Hadisiswanto dan telah beralih ke Penggugat tanpa 
ada pihak-pihak yang keberatan, di  mana  orangtua Para Tergugat sudah 
tidak lagi menguasai obyek sengketa, sehingga sertifikat tersebut dikuasai 
oleh Penggugat; 
Memperhatikan pasal 94 ayat (2) huruf h Peraturan Menteri Negara 
Agraria /Kepala BPN No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan 
Peraturan  Pemerintah  No.  24  tahun  1997   tentang   Pendaftaran Tanah, 
dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini; 
Maka Selanjutnya Hakim memutuskan : 
 
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 
 
2. Menyatakan sah menurut hukum Jual Beli antara Penggugat dengan 
orangtua Para Tergugat sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli No. 
281/Blp/1996 tertanggal 6 Desember 1996 atas sebidang tanah yang 
berdiri bangunan diatasnya dan telah bersertifikat hak milik (SHM) No. 






1/Balapulang kulon/1964 seluas 630 M2 antara Moh. Moeksi 
Hadisiswanto (orangtua Para Tergugat selaku penjual) dengan 
Penggugat (selaku pembeli) ; 
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar 
biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.891.000,00 (Satu 
Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah); 
 
B. KEKUATAN PEMBUKTIAN DALAM PEMERIKSAAN SETEMPAT 
DALAM PROSES PEMERIKSAAN SENGKETA TANAH DI 
PENGADILAN NEGERI TEGAL 
Beberapa yurisprudensi yakni Putusan MA No. 1497 K/sip/1983, MA 
3197 K/ Sip/1983, Putusan MA 1777 K/Sip/1983 hasil Pemeriksaan Setempat 
dapat menjadi patokan hakim dalam menentukan luas, letak dan batas objek 
perkara. Adapun mengenai hasil Pemeriksaan Setempat seperti apa yang dapat 
digunakan, misalnya hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan dengan cara 
menanyai para pihak atau kuasanya dapat menjadi patokan, hal ini harus 
dikembalikan kepada asas pembuktian dalam hukum acara perdata. Yakni asas 
pembuktian positif yang mencari kebenaran formiil. 
Pada intinya kebenaran formiil mencari kebenaran yang diperoleh dari alat 
bukti yang sah (berbeda dengan kebenaran materiil dalam acara pidana diperoleh 
dari alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim). Adapun alat bukti yang sah 







Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian44 
 
Hal yang disebutkan dalam tabel di atas adalah alat bukti yang sah dalam 
hukum acara perdata diatur dalam Pasal 164 HIR, 284 Rbg, 1866 BW, dan sudah 
diatur juga masing-masing kekuatan pembuktiannya. Sebuah alat bukti yang sah 
akan memiliki kekuatan pembuktian, dimana karena kekuatan pembuktian 
tersebut hakim terikat untuk mempertimbangkan atau tidak sebuah alat bukti. 
Selama pemeriksaan setempat dilaksanakan dengan cara melibatkan alat bukti 
yang sah, maka fakta atau keterangan yang diperoleh akan memiliki kekuatan 
pembuktian. Oleh karena itu fakta atau keterangan pemeriksaan setempat 
tersebut menjadi alat bukti yang sah dan valid untuk digunakan dalam 
pertimbangan putusan. 
Ada pemahaman yang berkembang mengenai pemeriksaan setempat 
sebagai  salah  satu alat  bukti,  namun  hal ini  bisa  berbeda  yakni maksudnya 







adalah keterangan atau fakta yang diperoleh dari pemeriksaan setempat itu, yang 
menjadi alat bukti, bukan kegiatan pemeriksaan setempat itu sendiri. Pandangan 
tersebut sebenarnya sudah dibantah baik berdasarkan SEMA 5/1999 maupun 
oleh ahli yakni Yahya Harahap yang menyatakan pemeriksaan setempat bukan 
alat bukti dan tidak memiliki kekuatan pembuktian, pemeriksaan setempat 












Bedasarkan dari permasalahan penelitian dan hasil analisis data dari hasil 
penelitian serta pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pengaturan pembuktian dalam menyelesaikan sengketa tanah proses 
pemeriksaan sengketa tanah (a) 153 HIR / Pasal 180 RBg, Pasal 211 Rv 
(Reglement of de Rechtsvordering)dan Surat Edaran Mahkamah Agung 
Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, (b) Pasal 211 Rv 
(Reglement of de Rechtsvordering) (c) Surat Edaran Mahkamah Agung 
Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat ini, pada intinya 
meminta perhatian kepada majelis hakim yang memeriksa perkara, dengan 
objek perkara barang-barang tidak bergerak, untuk melakukan pemeriksaan 
setempat (decentee). 
2. Dasar hukum pertimbangan hakim dalam menentukan putusan atas 
pemeriksaan setempat pada putusan nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Slw yaitu 
pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum. Bahwa Jual Beli antara 
Penggugat dengan orangtua Para Tergugat sebagaimana tersebut dalam  Akta 
Jual Beli No. 281/Blp/1996 tertanggal 6 Desember 1996 atas sebidang tanah 
yang berdiri bangunan diatasnya dan telah bersertifikat hak milik (SHM) No. 
1/Desa Balapulang Kulon Surat Ukur No. 1/Balapulangkulon/1964 seluas 
630 M2 antara Moh. Moeksi Hadisiswanto (orangtua Para Tergugat selaku 
penjual) dengan Penggugat (selaku pembeli) adalah sah. Kekuatan pembuktian 
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dalam pemeriksaan setempat dalam proses pemeriksaan sengketa tanah, antara lain 
alat bukti yang sah dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 164 HIR, 284 
Rbg, 1866 BW. Sebuah alat bukti yang sah akan memiliki kekuatan pembuktian, 
dimana karena kekuatan pembuktian tersebut hakim terikat untuk 
mempertimbangkan atau tidak sebuah alat bukti. Selama pemeriksaan setempat 
dilaksanakan dengan cara melibatkan alat bukti yang sah, maka fakta atau keterangan 





1. Hendaknya dilakukan pemeriksaan setempat terlebih dahulu baru dilakukan 
pemeriksaan terhadap bukti-bukti para pihak yang bersengketa, sehingga 
hakim tahu mana bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang benar dan 
akurat. 
2. Perlunya memberi pemahaman kepada para pihak terhadap kewajibannya 
dalam menghadiri sidang pemeriksaan setempat sehingga masyarakat dapat 
mengikuti persidangan sesuai dengan prosedural persidangan yang berlaku, 
serta menambah kesadaran untuk menghadiri persidangan dan sidang 
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